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Raih Opini WTP Lima Kali Bertutur-Turut

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan
mengaku bangga kepada jajaran Pemprov DKI
Jakarta usal mendapatkan opini WTP dari BPK
Rl untuk kelima kalinya berturut-turut.

“Ini adalah sebuah capaian luar biasa. kami
berbangga kepada seluruh jajaran.” ucap Anies,
usal mengikutl rapat paripurna di Gedung
DPRD DKI Jakarta, Selasa (31/5).

Pasalnya seluruh jajaran Pemprov DKI
Jakarta selama ini sudah bekerja keras siang
dan malam untuk memastikan bahwa seluruh
ketentuan vang ada, diikuti dengan baik.

Apalagi ketika mendapatkan pencapaian
serupa pada tahun lalu, Anies sudah mewanti-
wanti agar dapat kembali meraih hal serupa tahun-tahun ke
depan supaya menjadi sebuah kebudayaan baru.

"Harusnya inf menjadi kebudayaan di Jakarta yang mudah-

mudahan tahun depan akan diteruskan,"ungkap Anies.
Anies menceritakan Pemprov DKI Jakarta harus memenuhi
prinsip good governence sebagai bentuk pertanggungjawaban
kepada masyarakat Jakarta bahwa uang pajak yang mereka
titipkan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan.

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta
miendapatkan opinl wajar tanpa pengecualian
[WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Republik Indonesia atas laporan keuangan
tahun anggaran 2021.

Pencapaian predikat tertinggi dalam
pemeriksaan BPK itu diraih untuk kelima
kalinya berturut-turut sejak tahun 2017
silam di bawah kepemimpinan Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan.

Opini WTP tersebut diserahkan langsung
Kepala Perwakilan BPK DKI Jakarta Dede

* Sukarjo kepada Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan dalam rapal paripurna vang digelar

Selasa (31/5).

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas
laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021
maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Penigecualian,” kata
Dede saat memberikan sambutan,

Adapun Opini WTP adalah penghargaan tertinggl yang diberfkas
BPK kepada suatu lernbaga atau intstansi pemerintah terkait
kewajaran informasi yang diberikan dalam laporan keuangan. (fhs)



